SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI


A. Tupoksi
Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Prosedur Operasional Tetap Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :
a. Tugas Pokok Dinas
“Membantu Bupati Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah”
b. Fungsi Dinas
1. Penyusunan Program dan Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta peraturan Perundang-undangan lainnya.
2. Pelaksanaan Kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di daerah.
3. Pelaksanaan Kebijakan Penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah.
4. Pelaksanaan Koordinasi dan Kerjasama pemeliharaan dan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dengan Aparat Kepolisian Negara RI, Aparat Perangkat Daerah, PPNS, dan atau aparat Lainnya.
5. Pembinaan dan Pengawasan terhadap masyarakat untuk dapat mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
6. Pemberdayaan SDM anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam peningkatan Disiplin dan Profesionalisme di bidang tugasnya masing-masing.

I. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
1. Bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah serta Peraturan Bupati.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai yang menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah, penyelenggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum masyarakat serta perlindungan masyarakat;
b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
c. Pelaksanaan Kebijakan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum masyarakat;
d. Pelaksanaan kebijakan Perlindungan Masyarakat;
e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan / atau aparatur lainnya;
f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau Dinas hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Uraian Tugas :
a. Menyusun program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah, penyelenggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum masyarakat serta perlindungan masyarakat;
b. Melaksanakan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
c. Melaksanakan Kebijakan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum masyarakat;
d. Melaksanakan kebijakan Perlindungan Masyarakat;
e. Melaksanakan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan / atau aparatur lainnya;
f. Mengawas terhadap masyarakat, aparatur atau Dinas hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.


Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Satuan Polisi pamong Praja
dibantu oleh Sekretariat, yaitu :
1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris
Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengembangan pola kerjasama penanggulangan bencana.
Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
b. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu.
c. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan.
d. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat.
e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan Dinas.
f. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas.
g. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Dinas.
h. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas.
i. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
j. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
k. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
l. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan

Uraian Tugas Sekretaris :
a. Menetapkan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
b. Menetapkan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu.
c. Menetapkan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan.
d. Menetapkan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat.
e. Menetapkan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan Dinas.
f. Menetapkan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas.
g. Menetapkan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Dinas.
h. Menetapkan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas.
i. Melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
k. Melaksanakan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

2. Sekretaris, membawahi :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
2) Uraian Tugas :
a) Menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan, administrasi umum, kepegawaian dan kerumahtanggaan;
b) Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
c) Melaksanakan pembuatan dan pengadaan naskah dinas;
d) Melaksanakan Pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepala sub unit kerja di lingkungan Dinas;
e) Menyusun dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
f) Melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
g) Melaksanakan pelayanan hubungan masyarakat;
h) Melaksanakan kepengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
i) Melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
j) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data dokumentasi kepegawaian Dinas;
k) Memfasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai di lingkungan Dinas;
l) Menyusun dan menyiapkan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai di lingkungan Dinas;
m) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
n) Melaksanakan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
o) Melaksanakan koordinasi pelayanan administrasi umum dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas.


b. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Akuntabilitas
1) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Akuntabilitas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
2) Uraisan Tugas :
a) Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan Administrasi Keuangan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
b) Melaksanakan pengumpulan, belanja dan pembiayaan Dinas;
c) Melaksanakan pembuatan dan pengadaan naskah dinas; 
d) Melaksanakan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil
e) Menyusun rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja Dinas;
f) Melaksanakan penyusunan Program rencana strategis Dinas;
g) Melaksanakan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
h) Melaksanakan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
i) Menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
j) Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan dengan para kepala Bidang di lingkungan Dinas;
k) Melaksanakan penyusunan rencana penyediaan tugas pengelolaan keuangan;
l) Melaksanakan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Dinas;
m) Melaksanakan Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas;
n) Melaksanakan penyusunan dan pengembangan pola kerjasama penanggulangan bencana;
o) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
p) Melaksanakan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
q) Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 3 Bidang, yaitu :
I. BIDANG PENEGAKAN PERDA
1. Bidang Penegakan Peraturan Daerah
a. Bidang Penegakan Peraturan Daerah di pimpin oleh seorang Kepala Bidang;
b. Kepala Bidang Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mempertanggung jawabkan tugas – tugas di bidang penegakan peraturan daerah yang meliputi pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan;
c. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah menyelenggarakan fungsi :
1) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penegakan peraturan daerah;
2) Penetapan rumusan kebijakan teknis penegakan peraturan daerah;
3) Penetapan pengkajian bahan fasilitasi penegakan peraturan daerah;
4) Penyelenggaraan fasilitasi penegakan peraturan daerah;
5) Penetapan rumusan peyusunan pedoman dan supervisi penegakan peraturan daerah;
6) Penetapan rumusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan daerah.
7) Penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyelidikan peraturan daerah.
8) Penetapan rumusan bahan koordinasi penyelenggaraan paeraturan daerah.
9) Penetapan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan  daerah serta fasilitasi pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS;
10) Penetapan rumusan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan daerah;
11) Penetapan rumusan penyusunan bahan fasilitasi dan pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS;
12) Penetapan rumusan kebijakan teknis bentuk dan jenis pelanggaran peraturan daerah;
13) Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas penegakan peraturan daerah;
14) Pelaporan pelaksanaan tugas penegakan peraturan daerah;
15) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
16) Pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja /instansi /lembaga atau pihak ketiga dibidang penegakan peraturan daerah.

d. Uraian Tugas Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah :
1) Menetapkan penyusunan rencana dan program kerja penegakan peraturan daerah;
2) Menetapkan rumusan kebijakan teknis penegakan peraturan daerah;
3) Menetapkan pengkajian bahan fasilitasi penegakan peraturan daerah;
4) Menyelenggarakan dan fasilitasi penegakan peraturan daerah;
5) Menetapkan  rumusan peyusunan pedoman dan supervisi penegakan peraturan daerah;
6) Menetapkan rumusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan daerah.
7) Menetapkan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyelidikan peraturan daerah.
8) Menetapkan rumusan bahan koordinasi penyelenggaraan paeraturan daerah.
9) Menetapkan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan  daerah serta fasilitasi pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS;
10) Menetapkan rumusan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan daerah;
11) Menetapkan rumusan penyusunan bahan fasilitasi dan pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS;
12) Menetapkan rumusan kebijakan teknis bentuk dan jenis pelanggaran peraturan daerah;
13) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas penegakan peraturan daerah;
14) Melaporkan pelaksanaan tugas penegakan peraturan daerah;
15) Melaksanakan  tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
16) Melaksanakan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja /instansi /lembaga atau pihak ketiga dibidang penegakan peraturan daerah.


2. Bidang Penegakan Peraturan Daerah membawahi :
a. Seksi Penegakan.
1) Seksi Penegakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
2) Kepala Seksi Penegakan mempunyai Uraian Tugas :
1) Merencanakan pembuatan, pelaksanaan dan evaluasi program kegiatan penegakan peraturan daerah;
2) Membagi pelaksanaan tugas kegiatan penegakan peraturan daerah;
3) Merumuskan pengkajian bahan fasilitasi penyelidikan peraturan daerah.
4) Merumuskan bahan koordinasi penyelenggaraan paeraturan daerah.
5) Merumuskan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan  daerah;
6) Merumuskan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan daerah;
7) Merumuskan kebijakan teknis bentuk dan jenis pelanggaran peraturan daerah;
8) Melaksanakan tugas penegakan peraturan daerah;
9) Menyusun pelaporan pelaksanaan tugas penegakan peraturan daerah;
10) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

b. Seksi Hubungan antar Lembaga
1) Seksi Hubungan antar Lembaga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
2) Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai Uraian Tugas :
a) Menyusun rencana dan program kerja Hubungan antar Lembaga;
b) Merumuskan kebijakan teknis fasilitasi pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS;
c) Merumuskan penyusunan bahan fasilitasi dan pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS;
d) Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang hubungan organisasi kemasyarakatan dan LSM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e) Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang hubungan antar lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
f) Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang hubungan antar lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g) Membina dan Mengawasi di bidang hubungan antar lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
h) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang hubungan antar lembaga; 
i) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hubungan antar lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
j) Melaporkan pelaksanaan tugas;
k) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
l) Melaksanakan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja /instansi /lembaga atau pihak ketiga dibidang penegakan peraturan daerah.

c. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan
1) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan dipimpinan oleh seorang Kepala Seksi;
2) Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai Uraian Tugas :
a) Menyusun rencana dan program kerja operasional pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan daerah;
b) Melaksanakan penyusunan dan pengolahan bahan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan daerah;
c) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan peraturan daerah;
d) Menyusun bahan pembinaan penegakan peraturan daerah;
e) Menyusun bahan pengawasan penegakan peraturan daerah;
f) Menyusun bahan penyuluhan penegakan peraturan daerah;
g) Mengelola data pembinaan,pengawasan danpenyuluhan penegakan peraturan daerah;
h) Menyusun dan Menyampaikan saran dan pertimbangan sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan;
i) Melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah.
j) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
k) Melaksanakan koordinasi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan daerah dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satpol PP.

II. BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
a. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bidang;
b. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok memimpin,mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas- tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang meliputi operasi, pengendalian dan kerja sama;
c. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umun menyelenggarakan fungsi :
1) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja dan ketentraman dan ketertiban umum.
2) Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum seta kerjasama operasional;
3) Penyelenggaraan pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta kerja sama operasional;
4) Penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5) Penetapan rumusan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta kerjasama operasional;
6) Penetapan rumusan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta kerjasama operasional;
7) Penetapan rumusan pembinaan teknis pengendalian operasional Polisi Pamong Praja;
8) Penetapan rumusan pembinaan tugas polisi pamong praja di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai;
9) Penetapan rumusan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai;
10) Penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pimpinan daerah dan pejabat lainnya;
11) Penetapan rumusan pelaksanan pengamanan gedung – gedung milik Pemerintah Daerah;
12) pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas Ketentraman dan Ketertiban Umum;
13) Pelaporan pelaksanaan tugas Ketentraman dan Ketertiban Umum;
14) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
15) Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

d. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umun menyelenggarakan fungsi :
1) Menetapkan penyusunan rencana dan program kerja dan ketentraman dan ketertiban umum.
2) Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum seta kerjasama operasional;
3) Menyelenggarakan pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta kerja sama operasional;
4) Menetapkan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5) Menetapkan rumusan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta kerjasama operasional;
6) Menetapkan rumusan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta kerjasama operasional;
7) Menetapkan rumusan pembinaan teknis pengendalian operasional Polisi Pamong Praja;
8) Menetapkan rumusan pembinaan tugas polisi pamong praja di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai;
9) Menetapkan rumusan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai;
10) Menetapkan rumusan pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pimpinan daerah dan pejabat lainnya;
11) Menetapkan rumusan pelaksanan pengamanan gedung – gedung milik Pemerintah Daerah;
12) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas Ketentraman dan Ketertiban Umum;
13) Melaporkan pelaksanaan tugas Ketentraman dan Ketertiban Umum;
14) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
15) Melaksanakan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

2. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat , membawahi :
a. Seksi Operasi dan Pengendalian
1) Seksi Operasi dan Pengendalian dipimpin oleh seseorang Kepala Seksi;
2) Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai Uraian Tugas :
a) Menyusun rencana dan program kerja operasional operasi dan pengendalian;
b) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi dan pelaksanaan operasi;
c) Melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan operasional dan pengendalian;
d) Melaksanakan pengamanan, pengawalan perjalanan / kunjungan dinas kepala daerah, tamu pemerintah daerah dan tamu negara;
e) Melaksanakan operasional Polisi Pamong Praja dalam menunjang kelancaran pengendalian ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah;
f) Melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai;
g) Melaksanakan koordinasi teknis operasional penutupan dan pembongkaran yang melanggar ketentuan peraturan daerah dengan institusi terkait;
h) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap dampak operasional pengendalian penegakan peraturan daerah sebagai bahan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
i) Melaksanakan penyusunan saran dan pertimbangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
j) Melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas operasi dan pengendalian;
k) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
l) Melaksanakan koordinasi operasi dan pengendalian Penegakan Peraturan Daerah.

b. Seksi Linmas
1) Seksi Linmas dipimpin oleh seseorang Kepala Seksi;
2) Kepala Seksi Linmas mempunyai tugas Uraian Tugas :
a) Menyusun rencana dan program kerja operasional perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
b) Melaksanakan kesiapsiagaan dan pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
c) Melaksanakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi anggota satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
d) Melaksanakan pengumpulan dan analisa data daerah rawan bencana serta pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
e) Melaksanakan pengerahan anggota satuan perlindungan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana;
f) Menyusun rumusan kebijakan penetapan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat merujuk kebijakan nasional;
g) Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan peningkatan satuan perlindungan masyarakat;
h) Melaksanakan pembinaan dan peningkatan satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi daerah;
i) Melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
j) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
k) Melaksanakan koordinasi satuan perlindungan masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satpol PP

c. Seksi Ketertiban Umum
1) Seksi Ketertiban Umum dipimpin oleh seseorang Kepala Seksi;
2) Kepala Seksi Ketertiban Umum mempunyai Uraian Tugas :
a) Menyusun rencana dan program kerja Ketentraman dan Ketertiban Umum;
b) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi dan pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
c) Melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
d) Melaksanakan sosialisasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
e) Melaksanakan patroli Ketentraman dan Ketertiban Umum masyarakat;
f) Melaksanakan pengamanan dan penjagaan terhadap pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum;
g) Melaksanakan Operasional Polisi Pamong Praja dalam menunjang kelancaran pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
h) Melaksanakan pembinaan tugas Polisi Pamong Praja di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai;
i) Melaksanakan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai;
j) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap dampak operasional pengendalian ketentraman dan ketertiban umum sebagai bahan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
k) Melaksanakan penyusunan saran dan pertimbangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
l) Melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Ketentraman dan Ketertiban Umum masyarakat;
m) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
n) Melaksanakan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satpol PP.


III. BIDANG KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1. Bidang Kebakaran dan Penyelamatan
a. Bidang Kebakaran dan Penyelamatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang;
b. Kepala Bidang Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas pokok Menyelenggarakan Urusan dibidang Peralatan dan Perawatan serta operasional Pemeliharaan dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran;
c. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Bidang Kebakaran  dan Penyelamatan mempunyai fungsi :
1) Penyusunan dan Penyempurnaan pelaksanaan kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas-tugas serta rencana menengah dan tahunan dibidang peralatan dan perawatan serta operasional dalam penanggulangan bencana kebakaran;
2) Pelaksanaan sosialisasi pembinaan, pemberdayaan dan pengendalian dalam peralatan dan perawatan serta operasional dalam penanggulangan bencana kebakaran;
3) Pelaporan dan Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Satuan;
4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan;

d. Kepala Bidang Kebakaran  dan Penyelamatan mempunyai Uraian Tugas :
1) Menyusun dan Menyempurkan pelaksanaan kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas-tugas serta rencana menengah dan tahunan dibidang peralatan dan perawatan serta operasional dalam penanggulangan bencana kebakaran;
2) Melaksanakan sosialisasi pembinaan, pemberdayaan dan pengendalian dalam peralatan dan perawatan serta operasional dalam penanggulangan bencana kebakaran;
3) Melaporkan dan Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Satuan;
4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan;


2. Bidang Kebakaran dan Penyelamatan, membawahi :
a. Seksi Pencegahan;
1) Seksi Pencegahan dipimpin oleh seseorang Kepala Seksi;
2) Kepala Seksi Pencegahan mempunyai Uraian Tugas :
a) Mengumpulkan data dilingkup Pelatihan dan Pencegahan Kebakaran;
b) Melaksanakan Pelatihan dan Pencegahan Kebakaran yang meliputi penyuluhan, pelatihan pemadam kebakaran, perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, penyusunan dan pemeriksanaan kesiapan / kesiagaan sarana, mobil kebakaran, dan peralatan pemadaman dan penyelamatan serta bencana lain; dan
c) Melaporkan pelaksanaan kegiatan dilingkup Pelatihan dan Pencegahan Kebakaran;

b. Seksi Pemadam dan Penyelamatan;
1) Seksi Pemadam dan Penyelamatan dipimpin oleh seseorang Kepala Seksi;
2) Kepala Seksi Pemadam dan Penyelamatan mempunyai Uraian Tugas :
a) Mengumpulkan data dilingkup Pemadaman dan Penanggulangan Kebakaran;
b) Melaksanakan Pemadaman dan Penanggulangan Kebakaran yang meliputi penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pemadaman dan penanggulangan kebakaran, pengadaan sumber-sumber air dan bahan-bahan lain dalam rangka Pemadaman dan Penaggulangan Kebakaran; dan
c) Melaporkan pelaksanaan kegiatan dilingkup Pemadaman dan Penanggulangan Kebakaran.

c. Seksi Sarana dan Prasarana;
1) Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seseorang Kepala Seksi;
2) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai Uraian Tugas :
a) Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Seksi Sarana dan prasarana;
b) Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja, dan anggaran tahunan Seksi Sarana dan prasarana;
c) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data dan informasi sebagai bahan perumusan program pada Seksi Sarana dan Prasarana;
d) Menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan seksi sarana dan prasarana;
e) Melaksanakan  pemantauan atas kegiatan pemanfaatan dan kondisi secara umum sarana dan prasarana;
f) Menyiapkan fasilitas pelaksanaan kegiatan penertiban, penenteraman, pengamanan dan Pemadam Kebakaran seluruh sarana dan prasarana umum;
g) Memberikan rekomendasi untuk seluruh rencana kegiatan yang berada di atas sarana umum;
h) Melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi terkait, dalam rangka penertiban, pengamanan dan Pemadam kebakaran sarana dan prasarana umum;
i) Memantau hasil-hasil Penertiban dan Pemadaman Kebakaran serta sarana dan prasarana umum.
j) Melaksanakan  evaluasi, dan pelaporan kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum; dan
k) Melasksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;
